
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 74 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN 

: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, per lu menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran 2021 ; 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sehagaimana telah beberapa ka l i 
d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 t a h u n 
2014 tentang Desa sehagaimana telah d iubah terakhir 
ka l i dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019; 

4. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

5. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigras i Nomor 13 t a h u n 2020 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 . 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2021 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, se lanjutnya disebut APBDesa, adalah 
ir rencana keuangan t a n u n p n Pemerintahan Desa; 
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5. Desa adalah Desa d i l ingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan dan 

kepentingan masyarakat setempat da lam sistem pemer intahan Negara 
Kesatuan Republ ik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa d i l i ngkup Pemerintah Daerah 

(1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2 0 2 1 , me l iput i : 
a. s inkronisas i kebi jakan pemer intah daerah dengan kewenangan desa, 

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan kebi jakan pr ior i tas penggunaan Dana 
Desa; 

b. i su strategis dan pr ior i tas Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 ; 
c. sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 ; 
d. pr ins ip penyusunan APBDes; 
e. kebi jakan penyusunan APBDes; 
f. teknis penyusunan APBDes; dan 
g. ha l -ha l Khusus Lainnya. 

(2) Ura ian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 sehagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t e rcantum dalam Lampi ran yang merupakan bagian 
t idak terp isahkan dengan Peraturan Bupa t i i n i . 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

BAB I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada Tanggal 1 - 10 - 2020 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 1 Oktober 2020 

S E K R E T A R I S DAERAH 

Dr.Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670716199202 1 002 

B E R I T A 1(>AERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 74 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 74 TAHUN 2 0 2 0 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2021 

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN 
KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, DAN 
KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2021 adalah penjabaran dar i Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 , v is i pembangunan jangka 
menengah Kabupaten Pacitan adalah "JJIAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA 
RAK7AT**. U n t u k mewujudkan pencapaian visi pembangunan tersebut 
d i rumuskan l ah 4 (empat) mis i pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 
2016 - 2021 dengan r inc ian sebagai be r ikut ; 
1. Membangun tata kelola pemer intahan yang bersih, efektif dan akuntabe l 

a. t u j u a n : 
t e rwujudnya Pemerintahan yang profesional dan menerapkan good 

governance 

b. sasaran : 
a. meningkatnya pelayanan pub l i k yang pr ima; dan 
b. meningkatnya transparansi , akuntab i l i tas kinerja dan 

pengelolaan keuangan daerah. 
c. arah kebi jakan : 

a. peningkatan pelayanan pub l i k yang pr ima berbasis I l m u 
Teknologo; 

b. peningkatan kapasitas aparatur; 
c. peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemer intah 

secara profesional ; 
d . peningkatan akses informasi pub l i k yang akura t dan up to date; 

e. pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif; 
f. peningkatan tata kelola pemer intahan; 
g. penataan organisasi/kelembagaan; 
h . peningkatan kual i tas perencanaan pembangunan secara 

terpadu; 
i . peningkatan kuaUtas pengelolaan keuangan dan aset; 

j . peningkatan transparansi dan akuntab i l i tas penyelenggaraan 
pemer intahan; dan 

k. peningkatan kua l i tas ta ta kelola Pemerintahan Desa. 
2. men ingkatkan kual i tas h i d u p dan keh idupan sosial masyarakat 

a. t u j u a n : 
1) meningkatnya pelayanan pendid ikan dan kesehatan 

masyarakat; dan 
2) percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 
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b. sasaran 
1) meningkatnya akses dan m u t u pendid ikan; 
2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 
3) m e n u r u n n y a angka kemisk inan; 
4) menurunnya pengangguran; dan 
5) m e n u r u n n y a penyandang masalah kesejahteraan sosial 

c. arah kebi jakan : 
a. peningkatan akses Pendidikan Anak Usia D in i dan pendid ikan 

dasar yang b e r m u t u dan ter jangkau; 
b. peningkatan m u t u pendid ikan dan tenaga kependidikan serta 

kua l i tas manajemen pendid ikan; 
c. peningkatan kual i tas peran pemuda dan prestasi olahraga; 
d. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 
e. peningkatan akses kesehatan masyarakat; 
f. peningkatan kual i tas layanan kesehatan; 
g. peningkatan kemandi r ian masyarakat da lam penerapan PHBS; 
h . penerapan j a m i n a n kesehatan masyarakat dan pemenuhan 

pelayanan kesehatan dasar; 
i . peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga 

berencana; 
j . peningkatan kapasitas dan keterampi lan masyarakat ku rang 

m a m p u ; 
k. per luasan akses permodalan dan layanan keuangan; 
1. renovasi r u m a h t idak layak h u n i ; 
m. peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 
n . pengendalian j u m l a h penduduk ; 
o. peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga; 
p. pengembangan indus t r i kreat i f dan wirausahawan muda kreatif; 
q. peningkatan kapasitas dan keterampi lan angkatan kerja u n t u k 

memenuh i k e b u t u h a n pasar; 
r. peningkatan rehabi l i tasi sosial, pemberdayaan sosial, dan 

penanganan PMKS; dan 
s. peningkatan kual i tas h i d u p dan per l indungan perempuan dan 

anak 
Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi 
daerah d i d u k u n g ketersediaan in f r a s t ruk tu r yang memadai 
a. t u j u a n : 

1) men ingkatkan daya saing ekonomi daerah; 
2) men ingkatkan ketahanan pangan daerah; dan 
3) meningkatkan cakupan dan kua l i tas layanan in f r as t ruk tu r yang 

mendukung akt iv i tas pembangunan secara berke ianjutan 
b. sasaran 

1) menguatnya kondis i perekonomian daerah; 
2) meningkatnya kemandir ian usaha m ik ro dan koperasi; 
3) meningkatnya kiner ja sektor i ndus t r i ; 
4) meningkatnya kiner ja sektor pariwisatadaerah; 
5) meningkatnya daya saing sektor per tan ian; 
6) meningkatnya ketersediaan dan cadangan ; 
7) meningkatnya layanan in f r as t ruk tu r dasar yang menjangkau 

se luruh wi layah; dan 
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8) meningkatnya kua l i tas l ingkungan 
c. arah kebi jakan : 

1) pemberian d u k u n g a n regulasi u n t u k mendorong i k l i m investasi 
yang positif; 

2) peningkatan pengendalian harga bahan pokok; 
3) pengembangan sarana prasarana perdagangan u n t u k 

mendukung p roduks i dan d is t r ibus i perekonomian d i daerah; 
4) penguatan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi; 
5) pengembangan sistem kemi t raan usaha m ik ro dan koperasi 

dengan sektor unggulan daerah; 
6) mendorong pengembangan indus t r i keci l dan menengah; 
7) per luasan ja r ingan kerjasama dan pemasaran hasi l i ndus t r i keci l 

dan menengah; 
8) peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan; 
9) per luasan ja r ingan kerjasama dan pemasaran pariwisata; 
10) pemenuhan in f ras t ruk tur per tanian d i sentra produks i pangan; 
11) penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor 

per tanian; 
12) mendorong keanekaragaman konsums i pangan masyarakat; 
13) peningkatan produks i dan ketersediaan pangan berkeianjutan; 
14) peningkatan kuaKtas dan kuant i t as in f r as t ruk tur transportasi 

darat (jalan dan jembatan) ; 
15) peningkatan kual i tas dan kuant i t as i n f r a s t ruk tu r air m i n u m ; 
16) peningkatan kual i tas dan kuant i t as i n f r a s t ruk tu r sanitasi; 
17) peningkatan kual i tas dan kuant i t as i n f r a s t ruk tu r sumber da\ a 

air dan irigasi; dan 
18) menetapkan rencana strategis da lam mendorong pengembangan 

wilayah. 
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisas i antar se luruh lapisan 

masyarakat 
1) t u j u a n : 

Meningkatkan kua l i tas dan k e r u k u n a n keh idupan beragama dan 
bermasy arakat. 

2) sasaran 
meningkatnya k e r u k u n a n , keamanan dan ketert iban 

3) arah kebi jakan : 
a. peningkatan kual i tas keagamaan dan k e r u k u n a n h idup umat 

beragama; 
b. p enumbuhan rasa nasionalisme dan akh lak mul ia ; 
c. pelestarian seni budaya tradis ional dan benda cagar budaya 

serta keari fan lokal sebagai j a t i d i r i masyarakat Pacitan. 

B. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN 
TAHUN 2021 
1. Peningkatan Kual i tas SDM dan Layanan Publik. 

a. peningkatan kual i tas SDM melalui peningkatan kual i tas pendid ikan, 
kesehatan, dan ketenagakerjaan. 

b. peningkatan layanan pub l i k mela lu i manajemen pengelolaan SDM 
dan peningkatan kua l i tas SDM Aparatur Sipi l Negara serta 

^ peningkatan ta t^ kelola pemer intahan yang efektif dan efisien. 



2 . peningkatan kinerja penanggulangan kemisk inan 
penanggulangan kemisk inan secara terpadu disemua sektor pendukung . 

3. peningkatan kinerja ekonomi daerah; 
penguatan daya saing ekonomi mela lu i sektor unggulan pertanian dan 
pariwisata serta penguatan ketahanan pangan yang d i d u k u n g 
in f ras t ruk tur dasar yang berke ianjutan. 

4 . peningkatan kua l i tas keh idupan sosial masyarakat 
meningkatkan keamanan, ketert iban masyarakat dan k e r u k u n a n h idup 
beragama. 

C. SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 : 
1. meningkatnya kua l i tas sdm u n t u k membangun tata kelola 

pemer intahan yang bersih, efektif dan akuntabe l ; 
2. meningkatnya akses dan kua l i tas layanan pub l i k berbasis e-goverment. 

3. menurunnya angka kemisk inan; 
4. meningkatnya sektor unggulan pertanian dan pariwisata u n t u k 

kemandir ian ekonomi masyarakat; 
5. meningkatnya kua l i tas i n f r a s t ruk tu r yang berkeianjutan u n t u k 

pendukung sektor unggulan dan pe r tumbuhan ekonomi daerah; dan 
6. meningkatnya rasa aman, nyaman dan menjaga ketert iban masyarakat. 
Berdasarkan kaj ian isu strategis dan sasaran pembangunan Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021 dan dalam rangka pemul ihan ekonomi d i masa dan 
pasca pandemi Covid-19, maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Paci tan Tahun 2021 adalah : "PEMULIHAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI DAN PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN 
SEKTOR UNGGULAN DAERAH". Sesuai dengan tema Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah tersebut, maka d i te tapkan 5 (lima) prior i tas 
pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 me l iput i : 
1. layanan pendid ikan, kesehatan dan layanan pub l i k berbasis 

Teknologi Informasi; 
2. ka tahanan pangan dan penanggulangan kemisk inan ; 
3. pengembangan sektor unggulan dan daya saing ekonomi; 
4. pembangunan in f ras t ruk tur dasar dan pendukung sektor unggulan; 
5. peningkatan kua l i tas keh idupan sosial masyarakat. 

Dar i u ra i an d i atas u n t u k dapatnya d i jad ikan acuan dalam 
penyusunan APBDesa 2 0 2 1 , agar tercipta s inkronisas i dan harmonisas i 
antara program pemer intah daerah dengan pemer intah desa. Sesuai dengan 
ke tentuan pada Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sehagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 d isebutkan bahwa Peraturan 
Desa tentang APBDesa d i te tapkan pal ing lambat tanggal 31 Desember 
t a h u n anggaran berjalan. 

Sehubungan dengan ha l tersebut, per lu segera d i susun Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 dengan memperhat ikan 
ketentuan sebagai ber ikut : 
1. besaran pendapatan desa dar i Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa 

(DD), u n t u k masing-masing desa sesuai dengan pagu indikat i f ; 

V 



2. penggunaan pendapatan desa dar i bagian hasi l pajak dan re t r ibus i 
daerah d ipr ior i taskan u n t u k kegiatan yang menunjang penyelenggaraan 
pemer intahan desa da lam rangka men ingkatkan potensi pendapatan 
dar i bagi has i l pajak dan re t r ibus i daerah d i masing-masing desa. 
Alokasi Bagi Hasi l Pajak Daerah dan Bagi Hasi l Retr ibusi Daerah agar 
mengacu pada estimasi t a h u n anggaran 2020; 

3. da lam mengh i tung persentase belanja desa 3 0 % (tiga p u l u h perseratus) 
dan 7 0 % ( tu juh p u l u h perseratus) ,agar memperhat ikan ketentuan Pasal 
100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang 6 t a h u n 2014 tentang Desa sehagaimana 
telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 sebagai ber ikut : 
a. belanja De§a yang d i te tapkan dalam APBDesa d igunakan dengan 

ketentuan: 
1) pal ing sedikit 7 0 % ( tu juh p u l u h perseratus) dar i j u m l a h 

anggaran belanja De§a u n t u k mendanai : 
a) penyelenggaraan Pemerintahan De§a termasuk belanja 

operasional Pemerintahan De§a dan insent i f r u k u n tetangga 
dan r u k u n warga; 

b) pelaksanaan pembangunan Desa; 
c) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 
d) pemberdayaan masyarakat Desa. 

2) pa l ing banyak 3 0 % (tiga p u l u h perseratus) dar i j u m l a h anggaran 
belanja Desa u n t u k mendanai : 
a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris 

Desa, dan perangkat Desa la innya; dan 
b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). 
b. perh i tungan belanja Desa sehagaimana d imaksud pada h u r u f a d i 

luar pendapatan yang bersumber dar i has i l pengelolaan tanah 
bengkok dan ban tuan keuangan k h u s u s (BKK). 

c. has i l pengelolaan tanah bengkok sehagaimana d imaksud pada h u r u f 
b dapat d igunakan u n t u k tambahan tun jangan Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa la innya. Sedangkan u n t u k 
belanja dar i kegiatan yang berasal dar i Ban tuan Keuangan Khusus 
memperhat ikan ketentuan pada Lampi ran 1 Peraturan Bupa t i 
Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupat i 
Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

4. bagi Desa yang yang porsi anggaran 3 0 % (tiga p u l u h perseratus) mas ih 
mencukup i u n t u k pemberian penghasi lan tetap Kepala Desa dan 
perangkat Desa sesuai dengan Praturan Bupa t i Nomor 85 Tahun 2019 
tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, maka besaran penghasi lan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
Tahun 2021 dapat d i te tapkan m i n i m a l sama dengan Besaran 
penghasi lan tetap Kepala Desa dan perangkat desa pada ABPDesa i n d u k 
t a h u n 2020; 
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5. bagi Desa yang porsi anggaran 3 0 % (tiga p u l u h perseratus) t idak 
mencukup i u n t u k pemberian penghasi lan tetap sesuai dengan 
Peraturan Bupa t i Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan 
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka selisih k u r a n g 
penghasi lan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 dapat 
d ia jukan penambahan dar i Ban tuan keuangan Khusus yang Bersumber 
dar i APBD; 

6. k h u s u s u n t u k Penjabat Kepala Desa sehagaimana ketentuan Pasal 8 
ayat (1) Peraturan Bupa t i Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan 
Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, d i sebutkan 
bahwa Penjabat Kepala Desa berhak mener ima tun jangan dan 
penghasi lan la in dar i APBDesa, akan tetapi t idak berhak mener ima 
penghasi lan tetap dan tambahan tunjangan. 

7. mekanisme penentuan pr ior i tas penggunaan Dana Desa t a h u n 2021 
agar berpedoman pada Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 T a h u n 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa T a h u n 2021 sedangkan kode rekening mengacu 
Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 96 T a h u n 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa sehagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupat i 
Pacitan Nomor 74 Tahun 2019; 

8. belanja Desa d ipergunakan u n t u k mendanai penyelenggaraan 
kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
yang d i susun berdasar pada Peraturan B u p a t i Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa D i Kabupaten Pacitan. 

9. sisa lebih perh i tungan anggaran (SiLPA) APBDesa Tahun 2020, agar 
berpedoman pada Lampiran IV Peraturan B u p a t i Nomor 96 T a h u n 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. u n t u k penyusunan Rancangan APBDesa 2021 Pemerintah Desa wajib 
menggunakan kode rekening sehagaimana t e r cantum dalam Peraturan 
Bupa t i Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
sehagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 74 
T a h u n 2019; 

11 . da lam ha l pelaksanaan Apl ikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 
t a h u n 2021 akan d i laksanakan secara OnLine dan u n t u k kelancaran 
akses j a r ingan pemer intah Desa wajib menyediakan fasilitas j a r ingan 
internet . 

PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA 
Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 didasarkan pr ins ip sebagai 
ber ikut : 
1. Penyusunan dan Penetapan RKPDesa t a h u n 2021 d i laksanakan mu la i 

bu l an J u n i sampai dengan bu lan September t a h u n 2020; 
2. Da lam rangka men indak lan ju t i Permendes PDTT 13 Tahun 2020 

tentang pr ior i tas penggunaan Dana Desa Tahun 2 0 2 1 , musyawarah 
Desa penetapan pr ior i tas penggunaan DD T a h u n 2021 dapat d i l akukan 
dengan 2 (dua) mekanisme: 
a. i p i l g j ^ a ^ k a n bersamaan dengan Musrenbangdes penyusunan 

Asisten RKPDesa; 
PD Pemrakarea 
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b. Musyawarah Desa tersendir i yang d i tuangkan dalam beri ta acara 
penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa T a h u n 2021 . 

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa T a h u n 2021 
d idasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 
2021 dan Beri ta Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
t a h u n 2 0 2 1 ; 

4. Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa t a h u n 2021 
di lengkapi dengan; 
a. Nama Kegiatan; 
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

5. Sebelum di te tapkan, rancangan APBDesa wajib d i l akukan evaluasi oleh 
Camat sehagaimana d i te tapkan dalam Keputusan Bupat i Pacitan 
Nomor: 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pel impahan Sebagian 
Kewenangan Bupat i Kepada Camat. 
Panduan Evaluasi APBDesa sehagaimana ke tentuan pada lampiran VI l l 
Peraturan Bupa t i Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 

6. Ruang l ingkup pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa, ya i tu : 
a. aspek adminis t ras i yang me l iput i ident i f ikasi kelengkapan data dan 

informasi terkai t dokumen pendukung dalam penyusunan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; 

b. Aspek legalitas yang me l iput i ident i f ikasi Peraturan yang melandasi 
penyusunan Rancangan Peraturan Desa d imaksud ; 

c. Aspek kebi jakan yang me l iput i ident i f ikasi konsistensi substansi dan 
mater i dengan pr ior i tas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ; dan 

d. Aspek substansi anggaran da lam s t r u k t u r APBDesa yang me l iput i 
pendapatan, belanja dan pembiayaan 

E. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA 
Kebijakan Pemerintah dan pemer intah Daerah da lam penyusunan APBDesa 
Tahun 2021 adalah sebagai ber ikut : 
1. Kebijakan Pemerintah 

1. Berdasar Surat Edaran Menteri Da lam Negeri Republ ik Indonesi 
Nomor: 188.34/5170/SJ dalam penyusunan rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja Desa d isampaikan antara la in sebagai 
ber ikut : 
1. memfasi l i tasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan 

fungsinya yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa), dan/atau Sumber pendapatan la innya 
yang sah. 

ParafKoofdina, 
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member ikan Perhatian k h u s u s u n t u k penganggaran Bidang dan 
Kegiatan, ya i tu : 
1) B idang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: 

a) pemenuhan penghasi lan tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sehagaimana telah d ia tur pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa; 

b) pemenuhan j a m i n a n kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sehagaimana te lah d ia tur pada Peraturan 
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jam inan Kesehatan, Peraturan Menter i Dalam Negeri 
Nomor 119 Tahun 2019 tentang pemotongan, Penyetoran 
dan Pembayaran i u r a n J a m i n a n Kesehatan bagi Kepala 
Desa dan Perangkat Desa; 

c) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, 
honorar ium pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan 
Desa (PKPKD) dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 
Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian 
d inas/atr ibut , l is tr ik/te lepon, dll ) ; 

d) penyediaan tunjangan BPD; 
e) penyediaan operasional BPD (Rapat-rapat,ATK, makan-

m i n u m , Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, 
Perjalanan Dinas, l is tr ik/te lepon, dll); 

f) penyediaan insenti f/operasional RT/RW; 
g) penyelenggaraan musyawarah perencanaan 

Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, 
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, d l l . , bersifat 
regular); 

h) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM 
Desa/RKP Desa, dll); 

i) penyusuan dokumen keuangan desa (APB Desa/APB 
Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, 
dan se luruh dokumen terkait ) ; 

j) pengelolaan /administras i /inventarisasi /penilaia aset 
Desa; 

k) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa (laporan akh i r t a h u n anggaran, 
laporan akh i r masa j aba tan , laporan keterangan akh i r 
t a h u n anggaran, informasi kepada masyarakat) ; 

1) penguatan sistem informasi desa, dan penyediaan media 
informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa 
dalam ha l penyelenggaraan Pemerintah Desa, 
pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ha l -ha l yang 
berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan 
darura t dan mendesak desa; dan 

m) peneJltuan/penegasan/pembangunan batas Desa. 



2) b idang pembinaan kemasyarakatan desa 
a) pembinaan lembaga adat; 
b) pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(LPMD); 
c) pembinaan PKK; 
d) pe lat ihan pembinaan lembaga kemasyarakatan 

Desa; dan 
e) penguatan ketenteraman, ketert iban u m u m , dan 

per l indungan masyarakat. 
3) b idang pemberdayaan masyarakat desa 

a) peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa; 
b) peningkatan kapasitas bagi Perangkat desa; dan 
c) peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan 

Desa. 
3. Ia in- la in kegiatan pr ior i tas, ya i tu 

a. penyediaan alokasi anggaran pada bidang penanggulangan 
b. bencana, keadaan darura t dan mendesak desa; dan 
c. penanggulangan lan ju tan atas dampak covid-19. 

2. Sehubungan dengan surat Menter i Da lam Negeri Nomor: 
140/8840/SJ tertanggal 27 November 2017 ha l Pelaksanaan 
J a m i n a n Sosial Bidang Ketenaga Kerjaan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa agar Desa menganggarkan Pembayaran Premi 
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan 
yang ber laku; 

DANA DESA 
2 .1 . PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Penggunaan Dana Desa 2021 d ipr ior i taskan u n t u k membiayai 
kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa 
yang berkai tan dengan kegiatan pemul ihan ekonomi nasional; 
program prior i tas nasional ; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 
(sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah: 
1) Desa tanpa kemisk inan; 
2) Desa tanpa kelaparan; 
3) Desa sehat sejahtera; 
4) keter l ibatan perempuan desa; 
5) Desa berenergi bers ih dan t e rbarukan ; 
6) p e r tumbuhan ekonomi desa merata; 
7) konsums i dan produks i desa sadar l ingkungan; 
8) Desa damai berkeadilan; 
9) Kemitraan u n t u k pembangunan desa; dan 
10) Kelembagaan desa d inamis dan budaya desa adapt i f 
Prioritas penggunaan dana desa d ia tur dan d iu rus oleh desa 
berdasarkan kewenangan desa d ia rahkan u n t u k program dan/ 
atau kegiatan percepatan SDGs desa mela lui : 
a. pemul ihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa 

Pemul ihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa 
me l i pu t i me l i pu t i : 
1. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 

bumdes/ bumdesma 
I 



pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan 
Usaha M i l i k Desa/Badan Usaha Mi l ik Desa Bersama 
u n t u k pemul ihan ekonomi Desa merata, me l iput i : 
a. pendir ian Badan Usaha Mi l i k Desa dan/atau Badan 

Usaha Mi l i k Desa bersama; 
b. penyertaan Modal Badan Usaha Mi l ik Desa dan/atau 

Badan Usaha Mi l ik Desa Bersama; 
c. penguatan permodalan Badan Usaha Mi l i k Desa 

dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa Bersama; dan 
d. pengembangan usaha badan usaha m i l i k Desa 

dan/atau badan usaha m i l i k Desa bersama yang 
d i fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara la in : 
1) pengelolaan h u t a n Desa; 
2) pengelolaan h u t a n adat; 
3) pengelolaan air m i n u m ; 
4) pengelolaan pariwisata Desa; 
5) pengolahan i k a n (pengasapan, penggaraman, dan 

perebusan); 
6) pengelolaan wisata h u t a n mangrove [tracking, 

je la jah mangrove dan wisata edukasi); 
7) pelat ihan sentra pembenihan mangrove dan 

vegetasi panta i ; 
8) pe lat ihan pembenihan i kan ; 
9) pe lat ihan usaha pemasaran dan d is t r ibus i 

p roduk per ikanan; dan 
10) pengolahan sampah. 

e. kegiatan la innya u n t u k mewujudkan 
pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan 
Usaha Mi l ik Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa 
bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
d i pu tuskan dalam Musyawarah Desa; 

f. mekanisme pembentukan, pengembangan, dan 
revitalisasi Badan Usaha Mi l ik Desa dan/atau 
Badan Usaha Mi l ik Desa Bersama sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundangan yang ber laku dan 
mekanisme penyertaan modal kepada Badan Usaha 
M i l i k Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa 
Bersama berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan 
dan Pengelolaan, dan Pembuharan Badan Usaha Mi l i k 
Desa dan Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
sehagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupa t i 
Pacitan Nomor 74 T a h u n 2019; 

w 



2. Penyediaan l i s t r ik Desa 
Penyediaan l i s t r ik Desa u n t u k mewujudkan Desa 
Berenergi bers ih dan t e rbarukan 
a) pembangkit l i s t r i k tenaga mikrohidro; 

b) pembangkit l i s t r ik tenaga biodiesel; 
c) pembangkit l i s t r ik tenaga matahar i ; 
d) pembangkit l i s t r i k tenaga angin; 
e) instalasi biogas; 
f) j a r ingan d is t r ibus i tenaga l i s t r ik (bukan dar i 

Perusahaan L is t r ik Negara); dan 
g) kegiatan la innya u n t u k mewujudkan penyediaan 

l i s t r ik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa 
dan d ipu tuskan dalam Musyawarah Desa 

3. Pengembangan usaha ekonomi p roduk t i f 
Pengembangan usaha ekonomi p rodukt i f yang 
d iu tamakan dikelola Badan Usaha Mi l i k Desa/Badan 
Usaha Mi l ik Desa Bersama u n t u k mewu judkan konsums i 
dan produks i desa sadar l ingkungan 
a) pembangunan usaha berskala p rodukt i f d i b idang 

pertanian, perkebunan, pe temakan dan/atau 
per ikanan yang d i fokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
perdesaan; 

b) pengembangan jasa serta usaha indus t r i kecil 
dan/atau indus t r i r u m a h a n yang d i fokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan/atau perdesaan; 

c) penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana 
pemasaran p roduk unggulan Desa dan/atau 
perdesaan; 

d) pendayagunaan perhutanan sosial; 
e) pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah 

l ingkungan; 
f) investasi usaha ekonomi p rodukt i f yang ramah 

l ingkungan; dan 
g) kegiatan la innya u n t u k mewujudkan pengembangan 

usaha ekonomi p roduk t i f r amah l ingkungan yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan 
dalam Musyawarah Desa 

program prior i tas nasional sesuai kewenangan desa; 
Prioritas Penggunaan Dana Desa u n t u k program prior i tas 
nasional sesuai kewenangan Desa mel iput i : 
1. Pendataan Desa 

a) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan 
Desa; 

b) pendataan pada t ingkat R u k u n Tetangga; 
c) pendataan pada t ingkat keluarga; 
d) pemutakh i ran data Desa termasuk data 

kemisk inan; dan 



e) kegiatan pendataan Desa la innya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan d i pu tuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 
a) penyusunan peta potensi dan sumber daya 

pembangunan Desa; 
b) pemutakh i ran peta potensi dan sumber da }a 

pembangunan Desa; 
c) kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya 

pembangunan Desa la innya yang sesuai kewenangan 
Desa dan d i pu tuskan da lam Musyawarah Desa. 

3. Pengembangan teknologi in formasi dan komun ikas i 
a) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian 

sistem administras i keuangan dan aset Desa dengan 
apl ikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ; 

b) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian 
sistem informasi Desa yang berbasis apl ikasi digital 
yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ; 

c) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan 
Desa berbasis apl ikasi digital ; dan 

d) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan 
komun ikas i berbasis apl ikas i dig i tal me l iput i : 
1) tower u n t u k j a r ingan internet ; 
2) pengadaan komputer ; 
3) Smartphone; dan 
4) langganan internet . 

e) kegiatan pengembangan, pengelolaan dan 
pengintegrasian teknologi in formasi dan komunikas i 
la innya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 
d ipu tuskan dalam Musyawarah Desa. 

4. Pengembangan Desa wisata 
a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata; 
b) promosi Desa wisata d iu tamakan melalui gelar budaya 

dan berbasis digital ; 
c) pe lat ihan pengelolaan Desa wisata; 
d) pengelolaan Desa wisata; 
e) kerjasama dengan p ihak ketiga u n t u k investasi Desa 

wisata; dan 
f) kegiatan pengembangan Desa wisata la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa yang d i pu tuskan 
da lam Musyawarah Desa. 

5. Penguatan ketahanan pangan 
a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, 

perhutanan, pe temakan dan/atau per ikanan u n t u k 
ketahanan pangan; 

b) pembangunan l u m b u n g pangan Desa; 
c) pengolahan pasca panen; dan 



d) kegiatan penguatan ke tahanan pangan la innya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan 
dalam Musyawarah Desa. 

6. Pencegahan s tunt ing d i Desa 
a) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan 

stunting d i Desa dengan menggunakan apl ikasi dig i ta l 
electronic-Human Development Worker (e-HDW); 

h) pemberian insent i f u n t u k Kader Pembangunan 
Manus ia (KPM), kader posyandu dan pendidik 
Pendidikan Anak Usia D in i (PAUD); 

c) t i ndakan promot i f dan preventif u n t u k pencegahan 
stunting mela lu i r u m a h Desa sehat; 

d) member ikan layanan peningkatan layanan kesehatan, 
peningkatan gizi dan pengasuhan anak mela lui 
kegiatan: 
1) kesehatan i b u dan anak; 
2) konsel ing gizi; 
3) a ir bersih dan sanitasi ; 
4) per l indungan sosial u n t u k peningkatan askes i bu 

hami l dan menyusui serta bal i ta terhadap j a m i n a n 
kesehatan dan adminis t ras i kependudukan; 

5) pendid ikan tentang pengasuhan anak mela lui 
Pendidikan Anak Usia D i n i (PAUD); 

6) pengasuhan anak d i keluarga te rmasuk 
pencegahan perkawinan anak; dan 

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan 
tanah kas Desa u n t u k pembangunan Kandang, 
Kolam dan Kebun (3K) da lam rangka penyediaan 
makanan yang sehat dan bergizi u n t u k i bu hami l , 
bal i ta dan anak sekolah 

7. Pengembangan Desa ink lus i f 
a) kegiatan pelayanan dasar u n t u k kelompok marginal 

dan rentan ya i tu : perempuan, anak, l an ju t usia, s u k u 
dan masyarakat adat terpencil , penghayat 
kepercayaan, disabi l i tas, kelompok masyarakat 
m i sk in , dan kelompok rentan la innya; 

b) penyelenggaraan forum warga u n t u k penyusunan 
usu lan kelompok marginal dan rentan; 

c) pemberian ban tuan h u k u m bagi kelompok marginal 
dan rentan; 

d) penguatan n i la i -n i la i keagamaan dan kearifan 
lokal u n t u k membentuk kesalehan sosial d i 
Desa; dan 



e) kegiatan la innya u n t u k mewu judkan Desa ink lus i f 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
d i pu tuskan dalam Musyawarah Desa 

Adaptasi kebiasaan baru Desa. 
Prioritas Penggunaan Dana Desa u n t u k adaptasi kebiasaan 
ba ru Desa mel iput i : 
1. Desa Aman COVID19 

a) Agenda aks i Desa Aman COV7D-19 diantaranya. ' 
1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru : 

a. se luruh warga Desa memakai masker ke t ika 
ke luar r u m a h ; 

b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan 
air mengalir yang siap pakai d i setiap tempat 
u m u m , antara la in d i depan warung, toko, 
dan los pasar, d i tempat ibadah, tempat 
pelayanan u m u m seperti balai Desa, 
poskesdes, dan Ia in- la in ; dan 

c. senantiasa jaga j a r a k da lam setiap akt iv i tas 
d i ruang u m u m dan d i da lam ruangan. 

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar 
sewaktu-waktu siap d igunakan ket ika 
d i b u t u h k a n . 

3) memper tahankan pos jaga Desa guna: 
a. mendata dan memeriksa t a m u yang masuk 

Desa; 
b. mendata dan memeriksa kondis i kesehatan 

warga yang ke luar masuk Desa: 
c. mendata dan memeriksa warga yang baru 

datang dar i r a n t a u ; dan 
d. merekomendasikan warga Desa dar i ran tau 

a tau warga Desa yang ku rang sehat u n t u k 
karant ina mand i r i . 

4) Agenda aksi Desa Aman COVID-19 berpedoman 
pada protokol no rma l ba ru desa sebagaimana 
Lampiran Keputusan Menteri Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 63 
Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. 

b) Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi 
relawan Desa Aman COVID-19. 

1. s t r u k t u r relawan Desa sebagai ber ikut : 
1) Ketua : Kepala Desa; 
2) Wak i l ketua : Badan Permusyawaratan Desa 
3) Anggota : 

a. Perangkat Desa; 
b. anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD); 
c. Kepala D u s u n a tau yang setara; 
d. ke tua R u k u n Warga; 
e. ke tua R u k u n Tetangga; 

t f. Pendamping lokal Desa; w 



g. Pendamping Program Keluarga Harapan 
(PKH); 

h . Pendamping Desa sehat; 
i . Pendamping la inya yang herdomisi l i d i 

Desa; 
j . h idan Desa; 
k. tokoh agama; 
1. tokoh adat; 
m . tokoh masyarakat; 
n . karang t a runa ; 
o. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK); dan 
p. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD). 
2. m i t ra : 

a. bhayangkara pembina keamanan dan 
ketert iban masyarakat (Babinkamtibmas) ; 

b. b in tara pembina Desa (Babinsa); dan 
c. Pendamping Desa. 

3. tugas relawan Desa aman COVID-19: 
a. me lakukan sosialisasi tentang adaptasi 

kebiasaan baru d i Desa u n t u k berdis ipl in 
menja lankan protokol kesehatan ya i tu : 
memakai masker, menjaga j a rak , dan cuci 
tangan; 

b. mendata penduduk rentan sakit, seperti 
orang tua , bal i ta, serta orang yang memi l ik i 
penyakit menahun , penyakit tetap, dan 
penyakit kron is la innya, serta mendata 
keluarga yang berhak mendapat manfaat atas 
berbagai kebi jakan terkai t j a r ing pengamanan 
sosial dar i Pemerintah Pusat m a u p u n 
daerah, ba ik yang telah m a u p u n yang be lum 
menerima; dan 

c. me lakukan penyemprotan d ismfektan j i k a 
d iper lukan, menyediakan tempat cuci tangan 
dan/atau cairan pembersih tangan [hand 
sanituzer) d i tempat u m u m 

Desa Tanpa Kemiskinan 
Mewujudkan Desa tanpa kemisk inan mela lui 
Ban tuan Langsung Tuna i Dana Desa, 
1. alokasi Ban tuan Langsung Tuna i Dana Desa agar 

dianggarkan da lam belanja bidang 
penanggulangan becana, keadaan darura t dan 
mendesak dan sub bidang keadaan mendesak 
da lam belanja t ak terduga Ban tuan Langsung 
Tuna i Dana Desa menggunakan kegiatan kode 
rekening. 5.3.00 dengan kode belanja 5.3.00. 

^5.4.1.01 



2. alokasi Ban tuan Langsung Tuna i Dana Desa 
dengan asumsi perh i tungan 
Rp 300.000,00/keluarga pener ima manfaat selama 
3 bu lan . 

3. data keluarga penerima manfaat menggunakan 
data Ban tuan Langsung Tuna i Dana Desa Tahun 
2020 

4. U n t u k pendataan keluarga penerima manfaat dan 
proses pencairan menunggu pe tun juk lebih lan jut 
dar i pemer intah 

2.2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
1. pr ior i tas penggunaan Dana Desa d i l akukan berdasarkan 

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

2. penetapan PRIORITAS Penggunaan Dana Desa dibahas dan 
disepakati mela lu i Musyawarah Desa. 

3. musyawarah Desa penetapan prior i tas penggunaan Dana 
Desa menghasi lkan kesepakatan mengenai Prioritas 
Penggunaan Dana Desa yang d i tuangkan dalam berita acara; 

4. berita acara sebagaimana d imaksud pada angka 3 menjadi 
pedoman Pemerintah Desa da lam penyusunan Peraturan 
Desa tentang RKP Desa. 

5. dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
d i laksanakan meng ikut i tahapan perencanaan pembangunan 
Desa sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pedoman u m u m 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

6. masyarakat Desa berpart isipasi da lam penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa d i l akukan dengan cara: 
a. ter l ibat ak t i f da lam setiap tahapan penyusunan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa; 
b. menyampaikan usu lan program dan/atau kegiatan; 
c. memast ikan prior i tas penggunaan Dana Desa 

d i te tapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan 
d. i k u t serta mensosial isasikan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa. 
7. pemerintah Desa berkewajiban u n t u k mel ibatkan 

masyarakat dalam penetapan pr ior i tas penggunaan Dana 
Desa. 

8. pr ior i tas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dar i RKP 
Desa d i susun berdasarkan: 
a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan 
b. aspirasi masyarakat Desa 

2.3. Pelaksanaan program kegiatan Prioritas Dana Desa 
1. program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa 

harus d i laksanakan secara swakelola dengan 
mendayagunakan sumber daya loka l Desa sesuai ketentuan 
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 17 T a h u n 2019 tentang Pedoman U m u m 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 



2. Desa da lam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa 
dapat me lakukan pengadaan barang dan jasa sesuai 
ke tentuan peraturan perundang-undangan tentang 
pengadaan barang dan jasa d i Desa. 

3. kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa 
misalnya: s tud i banding, pe lat ihan pra-tugas kepala Desa, 
pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang 
d idanai Dana Desa d i laksanakan secara swakelola oleh Desa 
a tau badan kerjasama antar-Desa, dan di larang diker jakan 
oleh p ihak ketiga. 

4. Penggunaan Dana Desa dengan swakelola d iu tamakan u n t u k 
d i laksanakan dengan pola Padat Karya Tuna i Desa dengan 
jen is kegiatan antara la in : 
a. Pertanian dan perkebunan u n t u k ketahanan pangan 

1. pemanfaatan lahan kosong m i l i k Desa u n t u k 
tanaman pangan dan perkebunan; 

2. pemanfaatan lahan kosong m i l i k warga u n t u k 
penanaman sayuran dan Ia in- la in ; dan 

3. penanaman tumpang sari tanaman pokok 
d i lahan- lahan perkebunan. 

b. Restoran dan wisata Desa 
1. kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha 

Mi l ik Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa 
Bersama; 

2. kebersihan tempat ku l ine r yang dikelola badan 
usaha m i l i k Desa dan/atau badan usaha mi l ik Desa 
bersama; dan 

3. membuka part is ipasi warga u n t u k berusaha d i 
lokasi- lokasi wisata. 

c. Perdagangan logistik pangan 
1. pemeliharaan bangunan pasar; 
2. Badan Usaha Mi l i k Desa dan/atau Badan Usaha 

Mi l ik Desa bersama berperan sebagai aggregator 

u n t u k membel i komoditas Desa u n t u k d i jua l kembal i 
d i pasar yang lebih luas; 

3. Badan Usaha Mi l i k Desa dan/atau badan usaha 
mi l i k Desa bersama member ikan talangan kepada 
petani dan pengusaha kecil u n t u k me lakukan 
produks i ; dan 

4. tambahan penyertaan modal badan usaha mi l i k Desa 
dan/atau badan usaha m i l i k Desa bersama kepada 
produks i yang menguntungkan d i Desa. 

d. Perikanan 
1. pemasangan atau perawatan karamba bersama; 
2. bagi hasi l budidaya i kan air tawar mela lui badan 

usaha mi l i k Desa dan/atau badan usaha m i l i k Desa 
bersama; dan 



3. members ihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
dan tempat penjualan i kan la innya yang dikelola 
Badan Usaha Mi l ik Desa dan/atau Badan Usaha 
Mi l ik Desa Bersama. 

e. Petemakan 
1. members ihkan kandang t emak Mi l ik Badan Usaha 

Mi l ik Desa dan/atau Badan Usaha Mi l ik Desa 
Bersama; 

2. penggemukan t e m a k bersama dengan sistem bagi 
hasi l yang dikelola badan usaha mi l i k Desa dan/atau 
badan usaha m i l i k Desa bersama; dan 

3. kerja sama badan usaha m i l i k Desa dan/atau badan 
usaha mi l i k Desa bersama dan petemak da lam 
pemanfaatan kotoran t emak u n t u k p u p u k organik. 

f. I ndus t r i pengolahan dan pergudangan u n t u k pangan 
1. perawatan gudang m i l i k badan usaha m i l i k Desa 

dan/atau badan usaha m i l i k Desa bersama; 
2. perawatan alat penggil ingan padi m i l i k badan usaha 

mi l i k Desa dan/atau badan usaha m i l i k Desa 
bersama; dan 

3. penyewaan gudang secara m u r a h yang sebagian 
dibayar mela lui dana Desa. 

g. Jenis kegiatan la in yang bobot upah tenaga kerja d i atas 
50 % dan diber i keterangan kegiatan Padat Karya Tuna i 
Desa 

5. pekerja padat karya t u n a i Desa d ipr iontaskan bagi 
penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala 
keluarga (PEKKA), anggota keluarga m i sk in , serta anggota 
masyarakat marg inal la innya; 

6. besaran anggaran upah kerja pa l ing sedikit 5 0 % (lima 
p u l u h perseratus) dar i pagu anggaran padat karya t u n a i 
Desa: 

7. pembayaran upah kerja d iber ikan setiap har i ; 
8. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tuna i Desa dikelola 

dengan menerapkan protokol kesehatan u n t u k menjaga para 
pekerja dar i COVID-19, me l iput i : 
a. menggunakan masker; 
b. menerapkan j a rak aman antara satu pekerja dengan 

pekerja la innya m i n i m u m 2 (dua) meter; dan 
c. warga Desa yang saki t d i larang i k u t bekerja d i padat 

karya t u n a i Desa; 
.4. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penentuan prior i tas penggunaan Dana Desa d i l akukan mela lui 
peni la ian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa 
u n t u k d i fokuskan pada upaya pemul ihan ekonomi nasional , 
program prior i tas nasional , dan adaptasi kebiasaan baru Desa 
yang mendukung SDGs Desa. Hal -ha l yang d iperhat ikan dalam 
penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai 
ber ikut : 

4 ^ 



1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian 
masalah yang ada d i Desa d ip i l ih program/kegiatan yang 
pal ing d i b u t u h k a n masyarakat Desa dan yang pal ing besar 
kemanfaatannya u n t u k masyarakat Desa, sehingga Dana 
Desa di larang u n t u k dibagi rata; 

2. program dan/atau kegiatan yang d irencanakan harus lebih 
banyak mel ibatkan masyarakat Desa khususnya Padat 
Karya Tuna i Desa; 

3. program dan/atau kegiatan yang d irencanakan harus 
d i laksanakan secara swakelola dengan menggunakan 
sumberdaya yang ada d i Desa; 

4. program dan/atau kegiatan yang d irencanakan harus 
d ipast ikan adanya keber lanjutan manfaat bagi generasi 
mendatang; dan 

5. program dan/atau kegiatan yang d irencanakan harus 
dikelola secara partisipati f , t ransparan dan akuntabe l . 

Penetapan prior i tas penggunaan Dana Desa d i laksanakan 
mela lu i apl ikas i digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . 

2.5. Pengembangan kegiatan d i luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2021 d ipr ior i taskan u n t u k menja lankan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
T a h u n 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabi l i tasi 
Sistem Keuangan u n t u k Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 
stabil i tas sistem keuangan menjadi Undang-Undang, maka 
pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat 
ibadah t idak diperbolehkan. 

2.6. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa 

Desa menginformasikan secara t e rbuka kepada masyarakat 
Desa ha l - ha l sebagai ber ikut : 
a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya 

pembangunan Desa; 
b. dokumen RPJMDesa; 
c. program/proyek masuk Desa; 
d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan 

pembangunan Desa; dan 
e. kebi jakan Prioritas Penggunaan Dana Desa u n t u k 

pemul ihan ekonomi nasional , program prior i tas nasional, 
dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung 
SDGs Desa. 

2. Musyawarah dusun/ke lompok 
a. warga Desa mend iskus ikan rencana Prioritas 

Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan 
informasi yang d iber ikan oleh Desa mela lui berbagai 
f o rum d iskus i . 



b. t i m penyusunan RPJMDesa a tau t i m penyusunan 
RKP Desa menyelenggarakan musyawarah 
dusun/ke lompok u n t u k mend iskus ikan rencana Prioritas 
Penggunaan Dana. 

c. masyarakat Desa me rumuskan usu lan program dan 
kegiatan yang d ipr ior i taskan u n t u k d idana i dengan Dana 
Desa; dan 

d. has i l Musyawarah dusun/ke lompok menjadi usu lan 
warga da lam Musyawarah Desa. 

3. Musyawarah Desa. 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan 
disepakati da lam Musyawarah Desa. 

2.7. Publ ikasi Dan Pelaporan 
1. Publ ikasi 

a. Pemerintah Desa wajib mempubl ikas ikan 
penetapan prior i tas penggunaan Dana Desa terd ir i atas: 
1) has i l Musyawarah Desa; dan 
2) data Desa, peta potensi dan sumber daya 

pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen 
RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan 
dokumen APB Desa. 

b. pub l ikas i APBDes pal ing sedikit memuat nama kegiatan, 
lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 

c. pub l ikas i d i l akukan d i ruang pub l i k yang m u d a h diakses 
oleh masyarakat Desa dan d i l akukan secara swakelola 
dan partisipati f . 

d. Sarana pub l ikas i Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat 
d i l akukan mela lui : 

1) bal iho; 
2) papan in fo imas i Desa; 
3) media e lektronik; 

4) media cetak; 

5) media sosial; 

6) website Desa; 

7) selebaran (leafletl; 

8) pengeras suara d i ruang pub l ik ; dan 

9) media la innya sesuai dengan kond is i d i Desa. 
e. Dalam ha l Pemerintah Desa t idak mempubl ikas ikan 

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa d i ruang 
pub l i k badan permusyawaratan Desa menyampaikan 
teguran l isan dan/atau ter tu l is . 

2. Pelaporan 
a. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prior i tas 

penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
menggunakan informasi Desa yang disediakan 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi dengan Tembusan Bupa t i Cq Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; 



b. Laporan penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa 
d isampaikan dalam ben tuk dokumen digital 
menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian 

c. Penyampaian laporan penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa d i l akukan pal ing lama 1 (satu) bu lan setelah 
RKP Desa d i te tapkan 

3. Pembinaan 
a. Bupa t i me lakukan pembinaan mela lui sosialisasi, 

pemantauan, dan evaluasi pr ior i tas penggunaan Dana 
Desa secara berjenjang d i l akukan oleh: 
1) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa 

Kabupaten Pacitan; dan/atau 
2) Kecamatan 

b. pembinaan dapat d i ban tu oleh tenaga pendamping 
profesional dan p ihak ketiga sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang- undangan 

KEBIJAKAN KABUPATEN 
1. membangun tata kelola pemer intahan yang bersih, efektif dan 

akuntabe l me l iput i : 
a. peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemer intah 

Desa secara profesional; dan 
b. peningkatan akses informasi pub l i k yang akura t dan up to date 

2. meningkatkan kua l i tas h i d u p dan keh idupan sosial masyarakat 
a. peningkatan kapasitas dan keterampi lan masyarakat k u r a n g 

mampu ; 
b. peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 
c. peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga; 
d. pengembangan indus t r i kreat i f dan wirausahawan muda 

kreatif ; dan 
e. peningkatan kapasitas dan keterampi lan angkatan kerja u n t u k 

memenuh i k ebu tuhan pasar 
3. membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan 

potensi daerah d i d u k u n g ketersediaan in f r a s t ruk tu r yang 
memadai. 

4. meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisas i antar se luruh 
lapisan masyarakat. 

5. menindaklanjut i surat G u b e m u r Jawa T imur Nomor: 
143/6634/001.3/ 2018 tertanggal 23 Apr i l 2018 perihal 
percepatan Serti f ikat Tanah Desa/Tanah Mi l ik Desa dengan 
memperhat ikan Pasal 76 ayat (4), Pasal 116 ayat (4) Undang-
Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menter i Dalam 
Negeri Nomor 1 T a h u n 2016 tentang pengelolaan Aset Desa Pasal 
19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), da lam rangka penert iban 
sekaligus pengamanan h u k u m Aset Desa berupa tanah 
Desa/tanah m i l i k desa agar dianggarkan belanja serti f ikasi Tanah 
Desa/Tanah Mi l i k Desa, sekurang-kurangnya 1 (satu) t a h u n 1 
(satu) Sertifakat t anah m i l i k desa. 

~~6r:"~dft|»roortirmngka pemenuhan hak dasar masyarakat terkai t 
y>̂ gffijgrv̂ P̂'̂ "̂ 4ikfl 1 ftokumen adm induk dan akses ban tuan sosial bagi 
PD Pemrakarsa 



masyarakat m isk in , maka pemer intah desa dapat 
menganggarkan : 
a. layanan adm induk berbasis kewenangan Desa (LABKD); dan 
b. pemutakh i ran data terpadu (Data Penduduk dan Data 

Kesejahteraan Sosial) 

TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA: 
1. Hal-h£d yang harus d iperhat ikan da lam penyusunan APBDesa, terkai t 

w a k t u dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDesa adalah 
sebagai ber ikut : 
a. musyawarah Desa bu l an j a n u a r i sampai dengan bu lan J u n i ; 
b. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa bu lan j u n i 

sampai dengan September; 
c. penetapan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa bu lan 

September; 
d. penyusunan Rancangan APBDesa bu l an Oktober sampai dengan 

Desember; dan 
e. penetapan APBDesa bu lan Desember 

2. Substansi APBDesa 
APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja u n t u k masing-
masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan u n t u k t a h u n 
yang d i rencanakan d i r inc i sampai dengan r inc ian objek pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. 
a. pendapatan 

Pendapatan Desa yang dianggarkan da lam APBDesa Tahun Anggaran 
berkenaan merupakan perk i raan yang t e r u k u r secara rasional dan 
memi l i k i kepast ian serta dasar h u k u m penerimaannya. Oleh karena 
i t u da lam pedoman penyusunan APBDesa harus memuat ha l -ha l 
yang ha rus d iperhat ikan, yang me l iput i : 
1) kepast ian pendapatannya, t e rmasuk pagu anggaran pendapatan 

dar i transfer; dan 
2) dasar h u k u m , dan sekaligus pr ior i tas pengalokasiannya. 
3) u n t u k pendapatan desa yang berasal dar i pungu tan Desa agar 

d idasarkan pada pera turan desa tentang pungu tan desa yang 
telah dievaluasi oleh Camat 

b. belanja 
Belanja Desa harus d iarahkan d igunakan u n t u k pelaksanaan 
pemer intahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa ya i tu 
kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang 
d i te tapkan dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 
Pedoman penyusunan APBDesa secara r inc i mengura ikan hal -ha l 
yang ha rus d iperhat ikan dalam penyusunan APBDesa dar i sisi 
belanja yang me l iput i belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja 
modal , dan belanja tak terduga. 

c. pembiayaan Desa 
Pembiayaan desa me l iput i : 
1) penerimaan pembiayaan, terd i r i dar i SiLPA dan pencairan dana 

cadangan; dan 
2) pengeluaran^ pembiayaan, t e rd i r i dar i penyertaan modal dan 

pembentukan dana cadangan. 



3. Cara mengisi format APBDesa 
a. rencana pendapatan memuat kelompok, j en is , dan objek pendapatan 

Desa, yang d ipungut/dike lo la/di ter ima oleh Desa. U n t u k Jenis dan 
Objek pendapatan Desa selanjutnya d i tuangkan dalam penjabaran 
APBDesa. 

b. Rencana belanja terbagi atas klasi f ikasi b idang dan klasi f ikasi 
ekonomi. Klasif ikasi b idang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. 
Klasif ikasi ekonomi d iu ra ikan m e n u r u t j en is belanja, objek belanja, 
dan r inc ian objek. U n t u k Objek belanja dan r inc ian objek belanja 
d i tuangkan dalam penjabaran APB Desa. 

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan yang masing-masing d iu ra i kan m e n u r u t 
jenis , dan objek pembiayaan. Jenis dan objek pembiayaan d i tuangkan 
dalam penjabaran APB Desa. 

G. Hal-Hal Khusus Lainnya 
a. agar pelaksanaan pengadaan barang jasa d iu t amakan d i l akukan mela lu i 

swakelola, dengan memaks imalkan penggunaan mater ia l/bahan dar i 
wi layah setempat, d i laksanakan secara gotong royong dengan mel ibatkan 
part is ipasi masyarakat u n t u k memperluas kesempatan kerja, dan 
pemberdayaan masyarakat setempat. 

b. Da lam ha l laporan penetapan pr ior i tas penggunaan dana desa, 
d i laporkan secara berjenjang dar i Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah. 
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